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     Sejak awal 2023 hingga minggu pertama Februari, masyarakat
disuguhi polemik impor beras. Tidak hanya itu saja, harga beras
juga terus bergerak naik. Data Pusat Informasi Harga Pangan
Strategis (PIHPS) mencatat rata-rata harga beras di akhir
Desember 2022 sebesar Rp12.600/kg. Harga beras terus
merangkak naik sejak awal tahun. Per 3 Februari telah mencapai
Rp12.950/kg atau naik 2,8 persen dibanding harga akhir Desember
2022. 

HARGA BERAS MELAMBUNG & MASIH SELALU IMPOR BERAS
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gasi, dan DAK Pertanian.
     Idealnya, relatif cukup besarnya anggaran
tersebut sudah mampu dijadikan solusi untuk
menghindari tidak terjadi kembali fenomena
berulang tersebut. Kenyataannya, besarnya
anggaran kedaulatan pangan belum mampu
menjadi solusi. Wajar saja, karena anggaran
yang besar tersebut juga belum mampu
mendongkrak produktivitas padi jauh lebih
signifikan. Bahkan sebaliknya, mengalami
penurunan. Produktivitas padi di 2015 sebesar
53,41 kuintal/hektare dan menurun menjadi 51,14
kuintal/hektare di 2019. Memang meningkat
kembali menjadi 52,26 kuintal/hektare di 2022,
namun masih di bawah 2015. Lantas
pertanyaannya, kemana anggaran kedaulatan
pangan selama ini dan mengapa tidak
memberikan dampak signifikan. Untuk mejawab
pertanyaan tersebut, sudah saatnya
pemerintah melakukan evaluasi anggaran keda-

     Secara historis, fenomena impor beras dan harga beras
merangkak naik di setiap awal tahun sebenarnya bukanlah
fenomena baru. Fenomena ini merupakan kejadian yang relatif
berulang, khususnya di lima tahun terakhir. Lihat saja data inflasi
setiap Januari di 2018 hingga 2023. Data Badan Pusat Statistik
(BPS) merekam beras merupakan komoditas dominan yang
memberikan andil inflasi di setiap Januari, kecuali 2021. Di 2018
andilnya sebesar 0,24 persen. Di 2023, andilnya 0,24 persen.
     Fenomena yang berulang tersebut seharusnya sudah dapat
diantisipasi pemerintah sejak awal. Pemerintah sudah tidak elok
lagi jika masih beragumentasi bahwa ketidakseimbangan pasokan
dan permintaan, harga biaya produksi naik, stok Bulog tidak
mencukupi, mafia beras, dan lain sebagainya sebagai penyebab
kenaikan harga beras dan alasan melakukan impor. Apalagi,
pemerintah telah menggelontorkan anggaran kedaulatan pangan
kurang lebih sekitar Rp784 triliun sejak 2015 hingga 2022. Secara
spesifik untuk sektor pertanian sekitar Rp570 triliun atau rata-rata
sekitar Rp70 triliun per tahun. Diantaranya melalui anggaran di
Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, subsidi pupuk, DAK Iri- 

ulatan pangan secara menyeluruh guna menemukan
terobosan perbaikan ke depannya. 
     Evaluasi dan terobosan tersebut dibutuhkan,
mengingat kondisi komoditas hortikultura seperti
bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabe
merah memiliki nasib yang cenderung sama dengan
beras. Harga komoditas-komoditas tersebut
merangkak naik dan menjadi komoditas dominan
penyumbang inflasi di awal tahun, serta
produktivitasnya tidak meningkat signifikan.
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